
BUPATI SAMBAS 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 4 TAHUN 2015 

TENTANG 

GELAR DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang 

Mengingat ' 
2. 

3. 

4 

bahwa setiap wanga negara berhak memajukan, 
memperuangkan, dan memperoleh keserpatan 
yang sama dalam membangun masyarakat, 
sehingga patut mendapatkan penghargaan atas 
jasa yang telah didarmabaktikan bagi kemajuan 
pembangunan Daera.h Kabu paten Sambas; 
bahrwa dalam rang.ha menumbuhkan kebarggan, 
sikap keteladanan, semangat kejuangan dan 
motivasi dalam meningkatkan darmabakt 
masyarakat kepada Daera.h Kabu paten Sambas; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimane 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabu paten Sambas 
tentang Gelar Daerah; 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
(f di alimantan (Lembaran Negara Re'pub4ik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tam ba.ha 
embaran Negara Nomor 3521, sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noor 18.20]; 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Gelar, Tenda Jasa dan Tenda Kehormatan 
(Lembaran Negara ie publik Indonesia Taun 2009 
Noror 94, Tambahan Lembaran Negara Normor 
50231,5.5 
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Perbentukan Peraturan Perundang undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201J 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noror 523-4 
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Peerintahan Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 204 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), 



9 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Antara Pererintah, Pemerintah 
Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daera.h 
Kabu paten/ota Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Noor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737) 
feraturam Penerintah epublik Indonesia iomor 
35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang 
Undang Tahun 2009 tentang Oelar, Tanda Jasa 
dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negafa 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, 
Taurbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5115, 
peraturan Menteri Dalam Negeri 
Indonesia Noor Tahun 2014 
Pembentukan Produk Hukum Daera.h, 
Peraturan Daera.h Kabupaten Sambas Nomor 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Sambas (Lembaran Daera.h Ka bu paten 
Sambas Tahu 2008 Nomor 2 
Peraturan Daera.h kKabupaten Sambas Nomor 
Tahun 2008 tentang Pembentuka, Susunan 
Organisasi dan Tata erja Perangkat Daerah 
Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabu paten 
Sambas Tahun 2008 Noor 9 

Republik 
tentang 

Dengan Persetujuan Bersaura 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

dan 

BUPATI SAMBAS 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GELAR DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan Daera.h ini yang dimaksud dengan 
Darrah adalah Kabupaten Sambas 
I. Pemerintahan Daera.h adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomni dan tugas pembaantuan dengaon prinsip otonomni seluas luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesafuan Republik Indonesia 
se bagaimaca dirak.sud dalam UndangUndang Dasar Negara Re publik 
Indonesia Tahun 1945 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daera.h otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Dupati adalah Dupati Sambas 



4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disc but DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daera.h 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adala.h 
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah di Kabu paten Sambas 

6. epala SiKPD adalah epala SiKPD yang menyeienggarakan urusan 
pemerintaha Daerah di Kabu paten Sambas 

7Gelar Daera.h adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah 
kepada Seseorang dan /atau Blada.n yang telah berjasa dalam rang.k.a 
menumbu.h kembangkan sikap keteladanan untuk mendorong semangat 
melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Dara.h 

8. Gelar Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 
epada Seseorang atas perjuangan, pengabdian, jasa dan karya yang luar 
biasa kepada Darrah. 

9, Warga Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daera.h 
kepada warga di uar Kabupaten Sambas at.as jasa, pengabdian daon 
kepeduhian epada Daera.h 

10. Penghargaan Daerah adalah penghangaan yang diberikan oleh Pemerintah 
Daera.h kepada Seseorang dan/atau Bad.an karena dinilai telah 
menyumbangkan fikiran, karya, karsa atau cipta dan darmaabakti dala 
rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan dan mendorong 
semangat melahirkan karya terbaik yang bermanfaat bagi Daerah 

[I Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan 
penerima Gelar Daerah yang ditandatangani oleh Bu pati 

12. Medali adalah salah satu Bentuk Olar Dacrah berbentuk segi lima dan 
berukiran Lam bang Daera.h. 

13. Cincin adalah salah satu Bentuk Gelar Daera.h berbentuk perhiasan yang 
dipaka pada jari tangan dan berukiran Lambang Daerah 

14, Plakat adalah salah satu Bentuk Gelar Daerah berbentuk segi empat dan 
berukiran Lam bang Daera.h 

15. Lam bang Dae rah adalah lam bang Daerah Pemerintah Kabu paten Samba.s 
16. Seseorang adalah setiap orang atau warga masyarakat Daera.h, baik aparat 

pemerintah maupun swasta yang bertempat tinggal di Daerah maupun luar 
Dacrah yang telah berjasa dalam pembangunan Daerah. 

17 Badan adalah lembaga Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, badan 
hukum perdata, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan kelom poke 
masyarakat yang melakukan kegiatan di Daera.h 

18. Tim Pertimbangan Pemberian Gelar Daerah yang selanjutnya disingkat 
1pGo adadah Ti Pertimbanga Pemberian Olar Dacrah Kabu paten 
sambas yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bu pati dalam 
pemberian dan /atau pencabutan Gelar Daera.h 

9. Ang8aran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sambas 

BAB II 
AZAS DAN TUJUAN 

Bagian Kesat u 
as 

Pasal 2 
Gelar Daerah, diberikan berdasarkan aas 
a. kebangsaan; 
b kemanusiaan, 
c. kerakyatan; 



d. kcadilan; 
e. keteladanan; 
f. kehati hatian; 
g. keobyektifan; 
h eterbukaan; dan 
i kesetaraan. 

Bagian edua 
Tujuan 

Pasal 
Gelar Daerah, diberikan dengan tujuan; 
a. memberikan pengakuan atas jas Seseorang dan /atau Blada.n terhadap 

cipta, karsua dan kaoyayang bermanfaat bagi Daerah, atau telah berijua.ng 
bagi Darrah; 

b. memberikan motivasi untuk berperan secara akgtif dalam pembangunan di 
Daera.h, yang bersifat fisik materil ma pun mental spritual, sehingga apt 
terwujud kondisi masyarakat yang dinaris dan kreatif; dan 

c. menumbuhkembangkan sikcap keteladanan serta mendorong semangat 
melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

en, 

Pasal 4 
Gelar Daera.h diberikan kepala Seseorang dan /atau Badan yang telah berjasa 
dalam bidang 
• pembinaan idiolog an keruran hip atar umat bera.gan.a, 
b, pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyara.kat, 

dan kehidu pan politik; 
peningkatan produksi barang dan/ at.au jasea, 
pemingkatan kesejahteraan sosial; 

e. penemuan dan pengembangan budaya Daerah; 
f. pendidikan; 
g. kebudayaan, 
h. agama; 

olahraga, i 
j 
k. ling#ungan hidup; 

penggera.k peran serta masyaura.kat dalam pelaksanaan pembangunan 
Dae rah; 

m. [mu Pengetahuan dan teknologi; 
n. telah berjuang dan/atau ggur demi membela bangsa dan Negara di 

Daerah; dan 
0. bidang lainnya di daera.h. 

BAB IV 
JENIS DAN BENTUK 

Bagian esatu 
Jenis 

Jenis Gelar Daerah terdinri atas 
a. Gelar Kehormatan; 
h Warga Kehormatan, dan 



Peng.hargaan Daerah. 

Pasal 6 
Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Paseal 5 huruf a, terdiri dari 
a. Putra Utama Sambas; 
b. Putra Madya Sambas; dan 
c. Putra Pratama Sambas 

Pasal 7 
Warga Kehormatan se bagaimana dirak sud dalam Pasal S ayat b adalah Warga 
Kehormatan Sambas 

Pasal 8 
Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat c adalah 
Tanda Penghargaan Daerah 

Bagian Kedua 
Bentuk 

Pasal 9 
Gelar Daera.h diberikan dalam bentuk 
a. Piagam; 

Medali; 
Cincin: 

' Plakat; 
Barang; dan/atau 
Uang 

asad 1 
Spesifikasi bentuk Piagar sebagaimaca dimaksud dalam Pasal 9 huruf a 
adalah sebagai berikut 
a. jenis kertas photo ukuran B4 dengan panjang 35 (tiga puluh lima) 

sentimeter da lebar 2S (dua puluh lima] sentimeter dan berwarna dasar 
kuning muda; 

b. pada tengah kertas terdapat lambang burung garuda dengan warna poly 
kuning eras; dan 

c. latar belakang piagam bergam bar Sang Saka Merah Putih dan di 
dalamnya terdapat gam bar Lam bang Daerah 

lasal Al 
Spesifikasi bentuk Medali sebagaimanta dima.k sud dalam Pasad 9 huruf b 
adala.h berbentuk segilima berukiran Laumbang Daera.h bertuliskan gelar 
kehormatan, bertalk.an plat gaunt ung berwarn.a kuming eras terbuat dani kan 
sutera dengan ukuran panjang T5 (tujuh puluh lima) sentimeter, bahan medali 
terbuat dari emas dengan rincian sebagai berikut; 
a. 24 (dua puluh empath karat dengan berat 20 (dua puluhj gram, bertuliskan 

putra Utama Sambas"; 
b. 24 tdua puluh empat} karat dengan berat 20 {dua puluhj gram, bertuliskan 

Putra Madya Sambas; 
e. 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram, bertuliskan 

Pura Pratama Sambas; 
d. 24 tdua puluh empat} karat dengan berat 20 (dua puluh) gram, bertuliskan 

Warga Kehormatan Sambas 



Pasad 12 
Spesifikasi bentuk Cincin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c 
adalah sebagai berikut 
a. dibuat dari emas 24 (dua puluh erpat karat, 
b. berat I5 (lima belas) gram; dan 
e berukiran Lambang Daera.h. 

Pasal L 
Spesifikasi bentuke lakat sec bagauiman.a dirak sud dalam asad 9 turf d 
adalah sebagai berikut 
a. diboat dari logam berwarn.a keuning eras; 
b. berukuran panjang 20 (dua puluhj sentimeter dan lebar 15 (lima belas) 

sentimeter 
c. berukiran Lambang Daerah; dan 
d. tersimpan dalam kotak kayu berukir 

BAB V 
SYARAT MEMPEROLEH GELAR DAERAH 

Bagan Kesatu 
Gelar Kehormatan 

Paragraf l 
Putra Utama Sambas 

Pasad I4 
Gelar Kehormatan Putra Utama Sambas diberikan kepada; 
a. Seseorang yang berprestasi di tingkat internasioral; 
• Seseorang yang berjurang di Daera.h dan /atau gugur demi membela bangsa 

dan Negara, dan/atau 
Seseorang yang telah berjasea pealing sedikit peada ttigaj sektor dari bidang 
kegiatan se bagaimaa dimaksud dalam Pasad 44 

Paragraf 2 
Putra Madya Sambas 

Pasad 15 
Gelar Kehormatan Putra Madya Sambas diberikan kepada 
a. Sescorang yang berprestasi di tingkat nasional; dan/atau 
b. Seseorang yang telah berjasa paling sedikit pada 2 (dua) sektor dari bidang 

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

Paragraf 3 
Putra Pratama Sambas 

Pasal I6 
Gelar Kehormatan Putra Prata.ma Sambas diberikan kepadat 
a. Seseorang yang berprestasi di tingkat Daerah atau regional; dan 
b. Seseorang Yang telah berjasa paling sedikit pada I (satu) sektor dari bidang 

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 



Bagian Kedua 
Warga Kehormatan 

Pasad 17 
Warga Kehormatan Sambas diberikan kepada sesorang di luar Kabu paten 
Sambas atas jasa, pengabdian dan kepedulian kepada Daerah. 

Pasal I8 
Penghargaawn Daerah diberikan kepada Seseorang dan /atau ad.an yang tela.h 
menyumbangkan fikiran, karya, karsa atau cipta dan darmabaketi yang 
hermanfaat bag Daerah 

Bagian Keempat 
Persyarat.an 

Paragraf l 
Urum 

Pasal 19 
(I) Syarat umum untuk Seseorang mendapatkan Gelar Daerah, terdiri atas 

a. wanga Daerah; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. taat dan setia kepada Pencasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 19-45, 
d. memiliki integritas moral dan keteladanan; 
e. beriasa kepada pembangunan Daerah; 
f berkelakuan beak; 
g setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan 
h tidak pernah dipidana penjars berdasarlean put«an pengadilan yang 

telah mempunyaid kekuatan hukum tetap karena melakukan tinda.k 
pidana yang diancam pidana paling singkat 5 flima] tahun 

(2) Syarat umum untuk Dadan mendapatkan Gelar Daerah, terdiri dari 
a. memiliki akta pendirian yang telah mendapat legitimasi sesuad 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b menyerahkan daftar struktuar organisasi, anggaran dasear dan 

anggaran rumah taungga, dan 
c. bukan badan/organisasi terlarang 

Pasad 20 
(l] Syarat khusus untuk Seseorang memperoleh Gelar Kehormatan Putra 

Utama Sambas sebagaimaa dimaksud dalam Pasal 14, adala.h 
a. pernah memimpin dan /atau melakukan perjuangan bersenjata atau 

perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk 
mencapai, mere but, mempertahankcan, dan mengisi kemerdekaan 
serta mewujudkan persatuan dan kesat uan bangsa di Daerah; 

b. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan 
c. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas daon 

berdampak bagi Daerah 



(2) Syarat khusus untuk Bladan memperoieh Penghargaan Daerah 
sebagaimaa dimaksud dalam asal 18, adalah 
a. berdomisili di Daerah atau di luar Daerah; 
b dibentuk sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
c. telah menerapkan prinsip pengurusan atau pengelolaan yang baik, 

sesuai engan ketentuan perundan8 undangan; d.an 
d. telah melakukan upaya, tindakan dan kegiatan di berbagad bidang 

pembangunan yang bermanfaat bagi Daera.h 

BAB VI 
TATA CARA PENGAJUAN 

Pasad 2l 
(I Sescorang dan/atau Badan dapat mengajukan usu pemberian Gelar 

Daerah, ditujuan kepada Bupati melalui SKPD di bidang ebudayaan. 
(2) Usul permohonan sc bag#imana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit 

harus dilengkapi 
a. riwayat hidup cadon penerima Gelar paera.h; 
b. keterangan tentang prestasi, jasa dan atau penga bdian yang perna.h 

di raih calon penerima Gelar Daerah; 
c. surat rekomendasi dan hepela SiD terkait sesuau bida.pg 

sebagairmana terse but pala Pa.sad 4, 

Pasal 22 
Kepala SKPD di bidang ebudayaan, meneruskan usu} pemberian Gelar 
sebagimana tersebut Pasa 5 kepada Bupati melalui TP2GD 

BAB VI 
PENETAPAN DAN TATACARA PENYERAHAN 

Hagian esatu 
Penetapan 

Pasal 23 
(l) Pemberian Gelar Daerah ditetaplan dengan Keputusan Bupati, setelah 

mnempelajari pertimbangan TOD dan mendapat persetujuan DPRD 
[2) Pertimbangan TP2GD sebagaimana dimaksud ayat (I) berdasarkan 

permohonan dari Sescorang dan /atau Bad.an 

Pasal 24 
Pemberian gelar daerah se bagaimana dimaksud pasal S huruf a dan huruf b 
ditetapkan Bu pati setelah mendapatkan persetujuan DPRD 

Bagian Kedua 
Tata Cara enyerahan 

Paragraf 
Penyeraha.n 

pasal 25 
(I) Penyerahan Gelar Daerah dilakukan pada Upacara resmi dan kegiatan 

resmi sebagai berikut; 
a Harl Ulang Tahun Proklami Keerdekaan Republik Indonesia, 
b. Hari Ulang Tahun Pemindahan lbukota Daerah; 



c. Hani Kebangkitan Nasional; dan 
d. Hari Pahlawan 

) Penyerahan Gelar Daerah dilakukan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang 
dituanjuk kepada penerima Gelar Daerah. 

(3) Apabila penerima Gelar Daera.h telah meninggal dunia dan /ata 
berhalargan, penyerahan Gelar Daerah diserahkan iepaia ahli waris 
atau anggota keluarga yang ditunjuk. 

Paragraf 
Bentuk Gelar Dae rah yang diserah.kan 

Pasad 26 
Gelar Kehormata Pura Utama Sambas, diberikan dalam bentuk 
a. Piagam; 
b. Medali; 
e, PLakat; dan 
d. Barang at tang 

Pase1 27 
Gelar chormatan Putra Madya Sambas, diberikan dalam bentuk ; 
a. Piagar; 
b. Medali; 
c. Plakat, dan 
d. Barang atau uang 

Pasal 28 
Gelar Kehormatan Putra Pratama Sambas, diberikan dalam bentuk 
a Piagam; 
b. Medali; 
c. Plakat, dan 
d, Barang atau uang 

Pasal 29 
Warga Kehormatan Sambas, diberikan dalam bentuk 
a. Piagam; 
b. Cincin; 
c. Plakat; dan 
d Barang atau uang 

Pasal 30 
enghargaan Daerah, diberikan dalam bentuke 
a. Piagam; 
b. Cinein; 
c. Plakat, dan 
d. Barang atau tang 

BA VIf 
TATA CARA PEMAKA!AN 

Pasal 31 
(l] Bentuk Gelar Gaerah sebagairmana terse'but pads Pesa! 9 huruf b, 

dipakai pada Lpacara resmi dan kegiatan resmi 
(2) Upacara resmi dan keg@iatan resmi dimaksud pada ayat (14, adalah 

sebagai berikut; 



a. Hani Ulang Tahu Proklamasi emerdekaan Republik Indonesia, 
b. Hari Ulang Tahu Perindahan Ibukota Daerah; 
c. Hari Kebanrgkitan Nasional; dan 
d. Hai Pahlawa. 

(3 Cara pemakaian Bentuk Gelar daera.h sebagairmana terse but pad.a ayat 
(l, adalah dengan dikalungkan ditcher 

BAB IX 
A DAN KEWAJ[BAN 

Pasal 32 
(I) Setiap penerima Gelar Daerah, berhak atas penghormatan dan 

penghargaan dari Daerah. 

[2) Penghormatan darn penghargaan seboagaracna dima.k sud pada ayat (I), 
dapat berupa; 
a, Pemberian seju.la.h uacng daon/atau ba.rang da.n 
b. Hak protokol dalam acara resmi 

Bagan Kedua 
Kewajiban 

Pasad 33 
Penerima Gelar Daera.h, berkewajiban 
a. menjaa nama baik diri dan jasa yang telah diberikan kepada daerah; 
b. menjaga dan memeihara Piagaom dan/atau Medali Gelar daerah; 
c. menunjukkan dan membenikan sifat keteladanan; dan 
d. meningkatkan prestasi yang bermanfaat bogi Daera.h 

asad 3 
Bu pati berhak mencabut Gelar daera.h yang telah diberikan apabila penerima 
Gelar Daerah tidak lagi mememuhi syarat sebagamana terse but pada Pasa 19 
huruf d, huruf g. dan huruf h. 

Pasad 5 
(l Pencabutan Gelar Daerah dapat diusulkan oleh Seseorang dan / ata.u 

Badan. 

(2) Usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (y, diajukan kepada 
upati melalui SKPD 

(3 Usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ, diteliti, dibahue 
dan diverifikasi oleh TP2GD dengan mempertimbangkan keterangan dari 
penerima Getar Daera.h 

Pasal 36 
(l Pencabutan Gelar Darrah dilakukan dengan eputusan Dupati 



(2] Penerima Gelar Daerah yang dicabut, wajib mengembalikan Bentuk 
Gelar Daerah yang telah diterimanya kepada Bupati 

BAB XI 
TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN GELAR DAERAN 

Hagian Kesatu 
edudukan, Tugas dan ewajiban 

Pasad 37 
(l TpOD berkedudukan di ibukota Daerah. 
(2\ TP2OD berada dibawah dan bertanggngiawab kepada Bupati 

Pasal 38 
Tugas dan kewaptban TP2GD mehiputi 
a. meneliti, membahas dan memerifiasi serta memberikan pertimbangan 

dalam usual permohonan pemberian Gelar Daera.h sebagad bahan 
rekomendasi kepada Bu pati; dan 

b. mneneliti, membahas dan memerifikasi serta memberikan pertimbangan 
dalam usul permohonan pencabutan Gelar Daerah sebagai baha.n 
rekomendasi kepada Bu puati 

Basia.n edua 
Susunan Keanggotaan 

TpGD terdiri atas 
a. l(satu orarug Ketua merag.kap Ag@got.ae, 
b. I(satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota; dan 
c. 5(ima) orang Ang&ota 

TP2OD terdiri dari unsur 
a. praktisi sebanyak I(satu) orang 
b. akademisi sebanyak I (satu] orang 
c. Lembaga adat sebanyak 33 (tigal orang 
d. Tokoh wanita sebanyak I (satu] orang dan 
e. SKPD sebanyak I (satu) orang 

Bagian etiga 
Persaratan 

asal 4 
(l Persyaratan untuk diangkat menjadi 1POD adalah sebagai berikut 

a. wau8ate@aura 'epubltk Indonesia, 
b. sehat jasmauni dan schat rohani; 
c. mem~liki integritas moral dan keteladanan; 
d. berkelakuan baik; 



e tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam pidana paling singkat 5 {ima) tahun. 

f. berusia paling rendah 0 (empat puluh ) tahun; 

g. unsur praktisi, akademist daen SD ber pendidikan paling rendah SI 
[strata satu], dan lembaga adat serta tokoh wanita ber pendidikan 
paling rendah Sekolah Menengah Pertama (9MP atau sederajat; dan 

h. mempunyai pengetahuan dan permahaman tentang Gelar Daerah. 
(2 Calon an@ota TP2GD diusulkan oleh Kepala SKPD epada Bu pat 

Pasal 42 
Dalam penjaringan calon anggota TpGD dilakukan oleh Kepala SKPD 
melakukaan koordinasi kepada Sekretaris Daera.h. 

Bagian Keempat 
Pergangkatan dan Masa Jabatan 

Pasad 43 
(I] Keanggotaan P2GD diangkat oleh Bu pati dengan persetujuan DPRD 

(2) Keanggotaan TP2GD diberhentikan oleh Bupati 

(3) Masa jabatan keanggotaan TP2GD adalah 5 (lira) tahun dan dapat 
diusu lkan untuk diangkat kembali untuk I (satu] kali masa jabatan 

Pasal 44 
I) Keanggotaan TOD berhenti sebelum mass jabatannya berakhir, 

disebabkan karena 
a. meningeal dunia; 
b. mengundurkan diri atas permintaan sendini secara tertulis; dan 
c. diberhentikan. 

(2) Keanggotaan TPGD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 
hurufc, karena 
a. tidak dapat melaksanakan tugas karena ber halangan tetap; atau 
b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang dianear pidana paling singkat 5 (ima tahun 

Pasad 45 
I) Dalam hal keanggotaan TP2GD berhenti sebelum masa jabatannya 

berakhir, Kepala SKPD di bidang ebudayaan mengajukan usul 
penggantian kepada Bu pati. 

(2 Penggantian keanggotaan TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (l] 
harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 41, 

[3) Masa jabatan keangotag TpGD pengganti, adalah sisa masa jabatan 
aggota 7PD yang digantikannya dan diitung l (satu} kahi at.sa 
jabatan 



(I 

(3l 

Bagian clima 
Tata Kerja 

Pasad 46 
Dalam memberikan pertimbangan dalam usu! rekomendasi pemberian 
atau pencabutan Gelar Daerah, Tp2GD mengadakan rapat yang 
dipimpin oleh Ketua TP2GD 
Dalam hal Ketua 1POD berhalangan, rapat sebagaimana dimaksud 
pad.a ayat fl) dipimpin oleh Wail etua TP2GD 
Berita Acara Rapat sebagairmana dimak sud pada ayat (l dan ayat (2), 
disapadkaan kepad.a Bu pati sebaga baha.n pertirbacngan dalac 
rekomendasi pemberian atau pencabtan Gelar Daera.h. 

Pasal 47 
TpoD menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas kepada 
Bupati paling sedikit 2 (dua} kali dalam setahun atau sewaktu-waktu 
bila diperlukan. 
Lapora kineria sebagaimana dima.k sud pada avat (I) ditembuskan ke 
DPRD. 

agan eenaan 
Sekretariat 

asad 48 
(l] Dalam melaksanakan tugasnya, TP2GD dibantu oleh Sekretariat 

[2) Sckretariat TPGD dilaksanakcan oleh salah sat unit kerja pad.a SPD 
di bidang Kebudayaan 

(3 Seckretariat TP2GD mempunai tagas memberikan dukungan teknis, 
operasional dan administrasi kepada TP2GD 

(4) Sekretariat TP2GD dipimpin oleh seorang Sekretaris dari unsur pegawad 
negeri dan secara ex offeeio dijabat oleh pimpinan unit kerja sesuai 
tugas pokok dan fungsi pada SKPD di bidang Kebudayaan 

Pasad 49 
Sekretaris TP2GD membawahi 3 (tigal orang epala Bidang yang mencakup 
(tiga) unsur yaitu Gelar Kchormatan, Warga chormatan dan Penghargaan 
Daerah 

Pasal 5o 
Sekretaris dan epala Bidang pada Sekretariat TP2GD diangkat dan 
diberhentikan oleh Bu pati atas usul epala SKPD di bidang ebudayvaan. 

agan etujuh 
Honorarium 

Pasal 5l 
(l] Keanggotaa TpGD diberikan honorarium yang besarnya diatur dala 

Keputusan Dupati 
2) Keanggotaan SKPD yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, 

tidake diberikan hake pensiun dan/atau pesangon. 



Pasad 52 
Sekretaris dan epala Bidang pada Sekretariat TP2GD diberikan honorarium 
yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 53 
Segala biaya yang timbul sc bagad akibat pelaksanaan Peraturan Daera.h ind, 
dibe bankan pada APBD 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

asal 5 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada targgal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundacnga Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu paten 
Sambas 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 16 April 2015 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

JULAARTT DJUHARDI ALWI 
Diundangan di Sambas 
pada tanggal 27 Juli 2015 

SEKRETARIS DA~RAH 
KABUPATEN SAMBAS, 

JAMAT AKADOL 

LEMBARAN DAERAH ABUPATEN SAMBAS TAHUN 20IS NOMOR 6 

Salina Sesuad Dengan Aiya 
KEALA BAGAN HUKUM 

MARIANS. SL, MH 
Pembina (IV/a] 

NIP 19640112 20000.3 1 00.3 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4/2015 



Pasad 52 
Sekretaris dan epala Bidang pada Sekretaria 1POD diberikan honorarium 
yang besarya berdasarkan ketentuan peraturan perundag-undanga. 

BAB XII 
PEMBiAYAAN 

Pasal 53 
Segala biaya yang timbul sebagad akibat pelaksan.aan eraturan Daera.h ini, 
dibe bankan pada APB3D 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa.sal 5 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang@gal diundangkan. 
Agar setiap orang mergetahuinya, memerinta.hkaen pengundangan Peraturan 
Daera.h ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu paten 
Sambas 

Ditetapkan di sambas 
pada tanggal 16 April 2015 

BUPAT SAMBAS, 

TTD 

JULIARTI DJUHARDI ALWI 
Diundangka di Sass bas 
pada tanggad 27 Juli 2015 

SEKRETARIS DAE RAH 
KABUPATEN SAMBAS 

JAMAT AKADOL 

LEMARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 6 

Salinan Se swuai Dengan Aslinya 
EPALA AGIAN HUKUM 

DAN PER! NDANG- UNDANG 

MARIANIS, SH, MH 
Pembina (IV/a) 

NIP 196401 12 20000.3 1 00.3 

NOREG PERATURAN DAE RAH KABUPATEN SAMBAS, 
PROVINS KALIMANTAN BARAT : 4/2015 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAER&AH ABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 4 TAHUN 2015 

TENTANG 

GELAR DAERAH 

I. UMUM 
Gelar Daera.h adaah bentuk penghormatan dan penghargaan 

serta simbol pengakuan terhadap Seseorang dan/atau Badan yang 
berjasa dan mendarmabaktikan hidupnya serta memberikan karya 
terbaiknya terhadap bangsa dan negaura 

Gelar Darah merupakan pengakuan dan penghayatan terhadap 
momentum sejarah, peristiwa atau pun kejadian penting dalam sejarah 
hidup berbangsa dan bernegaura, sekaligus menjadi bukti kebesaran 
bangsa dan merupakan cermin cita-cita perjuangan hid.up bernegara 

Kabupaten Sambas me miliki tokoh pereputasi nasional dan 
internasiona nammun tidak dikenal di taah kelahiranya, hal in 
mengakibatkan minimnya penghargaan kepada mereka yang telah 
berjasa besar di berbagai bidang di Kabupaten Sambas. 

Perberian Gelar Daerah diharapkan dapat memberika motivasi 
kepada masyarakat untuk berkarya dan berprestasi sesuadi dengan 
bidang masing-masing 

II PASAL DEMI PASAL 
Pasal l 

Cukup jelas. 

Pasal 2 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adala.h bahwa 
dalam pemberian Gelar Dara.h hanus mencerminkan sifat 
dan watak bangsa Indonesia 

Hurufb 
Yang dimaksud engan asas kemanusiaanadala.h bahwa 
pemberian Gelar Daerah harus mencerminkan harkat dan 
marta bat manusia berda.sark.an kemanusiaan yang adi da 
berada.b 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan asas kerakyatan"adalah bah wa 
pemberian Gclar Dara.h harus mcncerminkan dan 
empertimbangkan iwa kera.kvatan, permusyarwaura.tau.n 
perwakilan 

Hurut d 
Yang dimaksud dengan asas keadilanadalah bahwa dalam 
pemberian Gelar Daerah harus menoerminkan keadilan 
secara proporsional bag setiap wanga negaura tan pa kecuali 

Huruf e 
Yag dimaksad dengan asacs ketcladacan ad.ala.h bah wa 
pemberian Gelar Daerah dilakukan dengan pertimbangan 
at.as integritas moral dan suni tauladan orang yang berhak 
menerira Gelar Daerah terhadlap tasyaura.kat. 



Huruf 
Yang dimaksud dengan asas kehati-hatianadalah bahwa 
proses pemberian Gelar daerah dilakukan dengan cermat 
damn teliti kepada orang yang berhak dan memenuhi 
persyaratan 

Hurufg 
Yang dimaksud dengan asas keobjektifan" adalah bahwa 
pemberian Gelar Daera.h, harus didasarkan pada 
pertimbangan yang objektif, rasional, murni, tidak memiha.k, 
seleketif, dan akuntabel 

Hurt h 
Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa 
pemberian Gelar Daera.h harus dilakeukan secara 
trasparan, terbuka, dan dapat dikontrol secara bebas oleh 
masyarakat luas 

Hurufi 
Yang dimakcsud dengan asas kesetaraan, adala.h ba.hwa 
perlakuan yang setaura dan sederajat terhadap siapapun 
untuk dapat menerima Gelar Daera.h sesuai dengan syarat 
yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

peal 3 
Cukupelas 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas 

asad 6 
Cukup jelas 

Pasal T 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 
Cukup jelas 

Pasal I0 
Cukup jelas 

Pasal Il 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas 



Huruf a 
prestasi yang dimaksud adalah yang diakui di ting«at 
internasional 

Pasal 15 
Hurufa 
prestasi yang dimaksud adala.h yang diakeui di tingkat 
nasional dan berkelanjutan di tingkat internasional 

Huruf a 
prestas 
regional 

yang dimaksud adalah yang diakui 
dan berkelanjutan di tingkat nasional 

Pasa 1 
Cukup jelas 

asal 18 
Cukup jelas 

Pasal I9 
Huruf h 
dapat dipertimbangkaan setelah 10 {sepuluh) tahun bebas dart 
menjalani hukuman 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasad 2 
Ayat (I 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
huruf c apabila bidang yang di maksud pada pasa 4 tidak 
terdapat dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas, 
maka rekomendasi diberikan oleh kepala SkKPD di bidang 
Kebudayaan. 

Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
Cukup jelas 

Pasal 24 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan barang adalah kain tenun khas Sambas 
atau barang lainnya sesuai dengaen kemampuan keuangan daera.h 



Yang dimaksud dengan uang adalah dalam bentuk rupiah yang 
besarnya disesuaikan dengan kemam puan keuangan daerah 

Pasal 27 
Huruf d yang dimaksud dergan barang adalah kain tenun khas 
Sambas atau barang lainnya sesuai dengan kemampuan 
keuangan daera.h 

Yang dimaksud dengan uang adalah dalam bentuk rupiah yang 
besarnya disesuaikan dengan kemampuasn keuangan daera.h 

Pasal 28 
Huruf d 
Yang dirak sud den@an barang adala.h kain teman khas Siam bas 
atau barang lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daera.h 

Yang dimaksud dengan uang adalah dalam bentuk rupiah yang 
besarnya disesuaikan dengan kerampuan keuangan daerah 

Pa.sad 9 
Hurufd 
Yang dirak sud dengan barang adalah kain tenun khas Sambas 
atau barang lainnya sesuad dengan kemampuan keuangan daerah 

Yang dimaksud dengan uang adalah dalam bentuk rupiah yang 
besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daera.h. 

Pasad 30 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan barang adalah kain tenun khas Sambas 
atau barang launnya sesuau dengan kemampuan kuangan daera.h 

Yang dimaksud dengan uang adala.h dalam bentuk rupiah yang 
besarnya disesuauk.an dengaan kemaunpuan keua.nga.n daera.h 

Pasa 31 
Cukup jelas 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasa 3# 
Cukup jelas 

Pasal 35 
Cukup jelas 

Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasad 37 
Cukup jelas. 



asal 38 
Cukup jelas. 

asal 39 
Cukup jelas 

Pasal 40 
Huruf a 
Cukupjelas 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Hurufc 
Yang dimaksud dengan Lembaga Adat terdiri atas perwakilan 
masing masing I (satu) orang dari Majelis Adat Budaya Melayu 
Kabupaten, I {satu) orang dani Dewan Adat Dayak Kabupaten dan 
I (satu) orang dari Majelis Adat Budaya Tionghoa 

Huruf d 
Cukup jelas 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Pasal 4L 
Cukup jelas 

Pasal 42 
Cukup jelas 

Pasal 43 
Cukup jelas 

asad 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jetas 

Pasad 46 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jclas 

Pasal 49 
Cukupjelas. 

asal 50 
Cukupjelas. 



Pasal 5l 
Cukup jelas 

Pasal 52 
Cukup jelas 

Pasal 53 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

TAMAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 20I5 NOMOR I4 


